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ABSTRACT

REKA A. ABUBAKAR. E2119147. THE EFFECT OF BUDGET
PLANNING, REPORTING, AND EVALUATION ON THE PERFORMANCE
AT THE POHUWATO DISTRICT TRANSPORTATION OFFICE

Measurement of local government performance is directed at each work unit that
has been authorized to manage resources as their field. Each work unit is a
responsibility center that has its uniqueness. The purpose of this study is to find
and analyze the effect of budget planning, reporting, and evaluation on the
performance at the Pohuwato District Transportation Office, involving 30
respondents using multiple regression analysis tools. Based on the processed data
results using SPSS-16, the obtained t-count value is 2.098 > t-table value of
2.056, which means that planning (X1) has a positive and significant effect on
performance (Y) at the Pohuwato District Transportation Office. Similarly, a
significance value of 0.046 is obtained, greater than the significant level used,
namely 0.05 or 5% (0.046 < 0.05). The t-count value of 2.060 > t-table of 2.056
and supported by a significant value of 0.05 or 5%, which means that reporting
(X2) has a positive and significant effect on performance (Y) at the Pohuwato
District Transportation Office. The t-count value is 0.238 < t-table of 2.056,
meaning that evaluation (X3) has a positive but insignificant effect on
performance (Y) at the Pohuwato District Transportation Office. The F-count
value of 3.208 > F-table of 2.980 with the probability of error F-count is smaller
than the specified error level (a) 0.040 < 0.005. The variables of planning (X1),
reporting (X2), and evaluation (X3) simultaneously affect the performance (Y) at
the Pohuwato District Transportation Office.

Keywords: planning, reporting, evaluation, performance



ABSTRAK

REKA A. ABUBAKAR. E2119147. PENGARUH PERENCANAAN,
PELAPORAN DAN EVALUASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN POHUWATO

Pengukuran Kkinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing satuan
kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana
bidangnya. Setiap satuan kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki
keunikan sendiri-sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis Pengaruh Perencanaan, Pelaporan Dan Evaluasi Anggaran Terhadap
Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato yang melibatkan 30 responden
dengan menggunakan alat analisis regresi berganda. Dari hasil olahan data,
dengan menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh nilai thiung Sebesar 2,098 > nilai
tael SEDESAr 2,056. Yang berarti bahwa variabel Perencanaan (X1) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Pohuwato. Demikian pula halnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,046 yang
lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% (0,046 <
0,05). Nilai thiung Sebesar 2,060 > tipe Sebesar 2,056 dan didukung dengan nilai
signifikan 0,05 atau 5%, yang berarti bahwa variabel pelaporan (X2) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Pohuwato. Nilai thiwung Sebesar 0,238 < tune Sebesar 2,056. Yang berarti bahwa
variabel evaluasi (X3) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap
kinerja (YY) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Sedangkan nilai Fhitung
sebesar 3,208 > Fipe Sebesar 2,980 dengan probabilitas terjadinya kesalahan
Fhitung lebih kecil dari taraf (o) kesalahan yang ditentukan 0,040 < 0,005. Dengan
demikian variabel perencanaan (X1), pelaporan (X2) dan evaluasi (X3) secara
simultan berpengaruh terhadap terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Pohuwato.

Kata kunci: perencanaan, pelaporan, evaluasi dan kinerja
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para
anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah.
Konsep kinerja pemerintah daerah sendiri muncul ketika institusi pemerintahan
mulai mencoba mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik
menjadi good governance. Organisasi yang berhasil merupakan organisasi yang
memiliki visi dan misi yang jelas serta terukur. Artinya bahwa visi dan misi tidak
akan bermakna ketika tidak teraktualisasikan dalam kinerja organisasi dalam

kerangka menciptakan good governance.

Dalam upaya mencapai suatu kinerja organisasi dengan baik, maka
diperlukannya suatu rencana kerja yang baik, terarah, dan komperehensif,
sehingga mudah bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan kegiatan
operasional dari organisasi tersebut. Adapun yang dihasilkan tersebut disajikan
dalam anggaran yang disusun oleh manajemen berdasarkan target yang
disesuaikan dengan kondisi maupun kebutuhan organisasi, yang periodenya
bersifat satu tahun, maupun periode yang bersifat lebih dari satu tahun, dan

disusun dengan format tertentu.

Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena
anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada Kinerja justru bisa

mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam

16



17

praktek, penyusunan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah
dengan perumusan dan perencanaan strategik sehingga keberhasilan penerapan
anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi.
Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif sebagai

alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi.

Terkait proses pengelolaan anggaran oleh aparat pemerintah yang terbilang
belum optimal sehingga berakibat pada kinerja organisasi, yang seharusnya
mendapat perhatian dari pemerintah daerah diamana pemerintah daerah sebagai
penerima wewenang dalam mengelolah organisasi perlu melakukan pekerjaan
dengan sebaik baiknya untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal ini pencapaian
kinerja organisasi yang baik. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan
dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia
akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan
keuntungan bagi organisasinya, ayat tersebut secara tidak langsung menjelaskan
tentang pentingnya meningkatkan kinerja dalam segala hal. Hal ini seharusnya
menjadi landasan bagi pemerintah agar bersungguh sungguh dalam melakukan
pekerjaannya sebagai aparat pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kinerja
organisasi yang menaunginya. Agar tidak terjadi permasalahan permasalahan
dalam menjalakan kewajibannya khususnya yang terkait dengan permasalahan

anggaran.

Permasalahan penganggaran yang selama ini terjadi di setiap daerah, dalam
proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan anggaran yang termuat

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan

17
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kumpulan RKA SKPD, umumnya perhatian DPRD lebih terfokus pada besarnya
anggaran. Penentuan anggaran secara incremental, penentuan anggaran
dipengaruhi oleh nama kegiatan, penentuan anggaran dipengaruhi oleh siapa yang
mengajukan anggaran. Fenomena ini merupakan bentuk dari lemahnya

perencanaan anggaran pada pemerintah daerah.

Tak terlepas dari permasalahan anggaran, kinerja organisasi pada instansi di
daerah pada umumnya terbilang belum optimal hal ini dapat dilihat berdasarkan
hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021,
audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa Laporan keuangan Tahun
anggaran 2021 mendapat opini wajar dengan pengecualian. Selain itu,
pengelolaan keuangan pada bendahara umum daerah tidak tertib dan Laporan
Keuangan Tahun 2021 tidak berdasarkan laporan konsolidasian, penyusunan

anggaran belanja daerah tidak tertib.

Melihat dari permasalahan diatas berupa alokasi anggaran yang tidak sesuai
dengan yang semestinya, memerlukan perencanaan anggaran yang baik selain itu,
menghindarkan terjadinya tumpang tindih (overlapping) alokasi belanja, maka
menyusun setiap kegiatan secara logis dan menyusun anggaran yang berdasarkan
kinerja yang jelas dan terukur menjadi penting. Salah satu upaya untuk mencapai
hal tersebut adalah pelaporan dan evaluasi kinerja perlu dilakukan untuk maksud

mencari kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan dalam anggaran tersebut.

Evaluasi anngaran pada dasarnya adalah proses membandingkan antara

anggaran yang disusun dengan pelaksanaannya, sehingga dari perbandingan ini
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dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan-
penyimpangan Yyang terjadi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk
mengukur efisiensi serta penilaian terhadap kinerja. Sehingga dalam penelitian ini
perencanaan anggaran dan pelaporan serta evaluasi anggaran dikaitkan untuk

melihat hubungannya dengan peningkatan Kinerja instasi terkait.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul :
“Pengaruh Perencanaan, Pelaporan Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara
parsial terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

2. Apakah pelaporan anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara parsial
terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

3. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara parsial
terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

4. Apakah perencanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran berpengaruh positif
dan signifikan secara simultan terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Pohuwato.
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1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data
mengenai Pengaruh Perencanaan, Pelaporan Dan Evaluasi Anggaran Terhadap

Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh perencanaan anggaran secara parsial terhadap terhadap Kkinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

2. Pengaruh pelaporan anggaran secara parsial terhadap terhadap kinerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

3. Pengaruh evaluasi anggaran secara parsial terhadap terhadap kinerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

4. Pengaruh perencanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran secara simultan
terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara

lain:

1. Manfaat Teoritis :
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi penelitian-

penelitian berikutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya
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yang terkhusus dalam bidang manajemen keuangan, terutama dalam hal
pengaruh perencanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran terhadap kinerja

instansi.

Manfaat Praktisi :
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pimpinan
Instansi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato dalam pengambilan

keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran.

Manfaat Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang teori-
teori ilmu manajemen, serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu

pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku kuliah.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kinerja

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu
organisasi. Kinerja sebagai hasil -hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang
atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor
untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja
merupakan proses penilaian atau evaluasi terhadap prestasi kerja dalam suatu
organisasi (Putri, 2014).

Menurut Stoner dalam Salbiah dan Risky (2012), kinerja (performance)
merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu,
kelompok, atau organisasi. Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan
sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi
pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu
periode.

Kumorotomo (2005:103) dalam Anggraeni 2013, mengungkapkan Kinerja
organisasi publik adalah “hasil akhir (output) organisasi yang sesuai dengan
tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien, sesuai dengan
kehendak pengguna jasa organisasi, visi dan misi organisasi, berkualitas, adil,

serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai”.
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Mahsun (2006:198), mengungkapkan bahwa: Pengukuran kinerja pemerintah
daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang
mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Setiap satuan kerja adalah pusat
pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dengan demikian
perumusan indikator Kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan pada semua
Satuan Kerja yang ada. Namun demikian, dalam pengukuran kinerja setiap satuan
kerja ini harus tetap dimulai dari pengidentifikasian visi, misi, falsafah, kebijakan,
tujuan, sasaran, program, anggaran serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta
digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam
tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai. Indikator
kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja organisasi/unit kerja yang
bersangkutan menunjukkan peningkatan kemampuan dalam rangka menuju tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum, indikator kinerja memiliki fungsi memperjelas tentang apa,
berapa dan kapan kegiatan dilaksanakan, menciptakan konsensus yang dibangun
oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama
pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai Kkinerjanya,
membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kineja organisasi/unit

kerja (Kusuma, 2013).
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2.2. Kinerja Pemerintah

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran
yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan
anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan
anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan
pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai
pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres)
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai
dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah
Keppres nomor 42 tahun 2002 (Kuncoro, 2013:33).

Menurut Mardiasmo (2009:72) bahwa kinerja manajer publik akan dinilai
berdasarkan pencapaian target anggaran, berapa yang berhasil dicapai. Penilaian
kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang
dianggarkan. Penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki
pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk
itu setiap instansi pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar
dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional.
Namun demikian penyerapan anggaran tidak diharuskan mencapai 100%, tetapi
penyerapan anggaran diharapkan mampu memenuhi setidak-tidaknya lebih dari
80% anggaran yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya penyerapan anggaran

dalam suatu SKPD menjadi tolak ukur kinerja dari SKPD tersebut.
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Penyerapan anggaran memiliki arti penting dalam pencapaian tujuan
nasional, yaitu peningkatan dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat. UU Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa fungsi anggaran
sebagai instrumen kebijakan ekonomi, berperan untuk mewujudkan pertumbuhan
dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai
tujuan bernegara. Tindak lanjut dari anggaran adalah penyerapan anggaran yang
telah dibuat lalu mengalokasikannya sesuai dengan apa yang ada di Anggaran
Penerimaan Belanja Daerah.

Dalam hal ini, yang ditindaklanjuti adalah penyerapan terhadap kegiatan
yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dengan
demikian, vyang dimaksudkan dengan penyerapan anggaran adalah
menindaklanjuti dari rencana anggaran sesuai dengan alokasi dana yang telah
tertuang di dalam APBN atau APBD.

Rendahnya tingkat penyerapan anggaran akan berpengaruh kepada
perekonomian nasional secara keseluruhan, antara lain efektivitas alokasi belanja
yang ditujukan untuk pembangunan negara menjadi tidak tepat sasaran,
berdasarkan indikator keberhasilan anggaran yang telah ditetapkan. Penyerapan
anggaran yang lambat telah menjadi permasalahan sebagian besar satuan kerja
K/L setiap tahun anggaran, sehingga keberhasilan pelaksanaan PBK
(Penganggaran Berbasis Kinerja) masih menjadi isu yang dipertanyakan oleh
berbagai kalangan (Sriharioto, 2012).

Kegagalan target penyerapan anggaran memang akan berakibat hilangnya

manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya
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dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi iddle money. Apabila pengalokasian
anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat
dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis (BPKP, 2011). Permasalahan
rendahnya penyerapan anggaran serta kualitas penyerapan anggaran ini antara lain
disebabkan oleh lemahnya perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan
Kerja (Satker). Satker kurang siap dalam menyusun rencana anggaran, yang akan
berdampak pada kualitas dokumen anggaran (DPA), dan dalam pelaksanaan
anggarannya memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian, termasuk revisi
DPA.

Laporan Realisasi Anggaran sebagai salah satu dari Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gambaran bentuk pertanggungjawaban
pemerintah daerah dalam mengelola dana publik. Dalam Laporan Realisasi
Anggaran ini, akan terlihat seberapa besar pencapaian pemerintah dalam
melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan, baik dari segi pendapatan, belanja,
maupun pembiayaan. Dengan demikian, laporan ini juga akan menggambarkan
perbedaan antara realisasi atau pencapaian dengan anggaran yang telah
ditetapkan. Perbedaan tersebut akan terakumulasi dalam Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran atau disebut SiLPA.

PP No0.58 Tahun 2005 menjelaskan bahwa SiLPA merupakan selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
Sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA terjadi hampir di setiap pemerintah
daerah yang ada di Indonesia. Sisa anggaran pada akhir tahun anggaran (SILPA)

yang akan menjadi penerimaan pada awal tahun anggaran berikutnya (SiLPA)
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merupakan indikator dalam menilai kualitas penganggaran pada pemerintah
daerah (Abdullah, 2013:12).

Sisa anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan anggarannya serta keakuratan estimasi pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang ditetapkan sebelum pelaksanaan anggaran. Sisa anggaran yang
besar menunjukkan rendahnya daya serap anggaran untuk belanja dan atau
tingginya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatannya di
atas target yang telah ditetapkan. Namun, sisa anggaran juga mengindikasikan
“pemborosan” karena adanya dana “menganggur” yang tidak teralokasikan secara
efektif selama tahun anggaran berjalan (Abdullah, 2013:13).

Dalam praktiknya, akan sulit untuk mencapai realisasi anggaran belanja
seratus persen. Seluruh pemerintah daerah di Indonesia selalu melaporkan adanya
sisa anggaran atau anggaran tidak terserap seratus persen pada akhir tahun. Sisa
anggaran yang besar mencerminkan daya serap anggaran yang rendah.Para
ekonom memandang rendahnya tingkat serapan anggaran sebagai salah satu
indikator kegagalan birokrasi yang dapat menghambat pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah (BPKP, 2011).

Rasio realisasi penyerapan belanja kementerian atau lembaga terhadap pagu
anggaran belanja merupakan suatu bentuk indikator efektifitas belanja negara.
Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target
kebijakan (hasil guna), efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan

tujuan atau sasaran yang harus dicapai (spending wisely) (Mardiasmo, 2009:132).
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Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya oprasional anggaran, langkah
selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas
organisasi dan manajemen dalam menghasilan pelayanan publik yang lebih baik.
Menurut Mardiasmo (2009:121) bahwa akuntabilitas yang merupakan salah satu
ciri dari terapan good governance bukan hanya sekedar kemampuan menujukan
bagaimana menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara
ekonomis, efektif, dan efisien.

Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat
meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari
pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan
ouput/ input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang
telahditetapkan. Sedangkan efektif merupakan tingkat standar kinerja atau
program dengan target yang telah ditetapkan yang merupakan
perbandinganperbandingan outcome dengan output.

Sedangkan menurut Mahmudin (2010:4) bahwa kinerja adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang teruang dalam
stategic planning suatu organisasi.

Sebagai perwujudan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun
2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan
Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Mengingat sistem yang diterapkan selama ini belum dapat menjembatani

penyusunan laporan keuangan, maka dilakukan pendekatan praktis yaitu
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mengumpulkan, menganalisa, mencatat anggaran dan realisasi serta data lainnya
ke dalam pos-pos neraca dan laporan realisasi anggaran. Dalam penyusunan
laporan keuangan ini belum seluruhnya berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang berlaku sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Kinerja keuangan pemerintah dinilai apabila alokasi dari realisasi anggaran
terlaksana dengan baik. Realisasi anggaran terdiri dari pendapatan dan belanja.
Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah ekuitas
dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintahan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui
pada saat kas diterima pada kas umum daerah. Akuntansi pendapatan
dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto, dan tidak dicatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran.

Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat
terjadi pengeluaran kas dari kas umum daerah kecuali uang persediaan. Khusus
pengeluaran dari uang persediaan melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat dipertanggungjawabkan atas pengeluaran tersebut dan
disahkan oleh pengguna anggaran. Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan
prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya
kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana Kkerja

anggaran. Belanja Dinas Pendidikan meliputi belanja operasi yang terdiri dari
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belanja pegawai dan belanja barang, serta belanja modal yang terdiri dari belanja

peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, serta belanja aset tetap

lainnya.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas
kinerja dan menyampaikan pelaporanya adalah instansi dari pusat, Pemerintah
Daerah kabupaten/Kota. Adapun penanggungjawab penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara
fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing
masing. Selanjutnya pimpinan bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan
dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Selain itu,
penyusunan LAKIP harus mengukuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan
harus disusun secara, objektif, dan transparan. Disamping itu, perlu diperhatikan
prinsip-prinsip lain:

a. Prinsip pertanggungjawaban (adanya responsibility center), sehingga
lingkupnya jelas. Hal-hal yang dikendalikan (controllable) oleh pihak yang
melaporkan harus dapat dimengerti pembaca laporan.

b. Prinsip pengecualian, yang dilaporkan adalah hal-hal yang pentingdan relevan
bagi pengambil keputusan dan pertanggung jawaban instansi yang
bersangkutan. Misalnya, hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun
kegagalan, perbedaan antara realisasi dengan target/standar/budget,
penyimpangan dari skema karena alasan tertentu dan sebagainnya.

c. Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya

penyusunan. Isi dari LAKIP adalah uraian pertanggungjawaban pelaksanaan
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tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabaranya
yang menjadi perhatian utama instansi pemerintah.

Selain itu perlu dimasukkan juga beberapa aspek pendukung meliputi uraian
pertanggungjawaban mengenai :

a. Aspek keuangan

b. Aspek sumber daya

c. Aspek sarana dan prasarana

d. Metode kerja, pengendalian manajemen, dan kebijaksanaan lain yang
mendukung pelaksanaan tugas instansi.

Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan
keunikan masing-masing instansi pemerintah. Penyeragaman ini paling tidak
dapat mengurangi perbedaan cara penyajian yang cenderung menjauhkan
pemenuhan persyaratan minimal akan informasi yang seharusnya dimuat dalam
LAKIP. Penyeragaman juga dimaksudkan untuk pelaporan yang bersifat rutin,
sehingga perbandingan atau evaluasi dapat dilakkan secara memadai. LAKIP
dapat dapat dimasukan pada kategori laporan rutin, Karena paling tidak disusun
dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. Dan
juga agar pengungkapan akuntabilitas aspek-aspek pendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi tidak tumpang tindih dengan pengugkapan akuntabilitas kinerja, maka
harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan pada perolehan dan

penggunaan dana, baik dana yang berasal dari dana alokasi APBD (rutin

31



32

maupun pembangunan) maupun dana yang berasal dari PNBP (penerimaan
Negara bukan pajak).

2. Uraian pertanggungjawaban sumber daya manusia, dititikberatkan pada
penggunaan dan pembinaan dalam hubunganya dengan peningkatan kinerja
yang berorentasi pada hasil atau manfaat, dan peningkatan kualitas pelayanan
kepada masyarakat.

3. Uraian mengenai pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana
dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan
pengembanganya.

4. Uraian tentang metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijaksanaan
lainnya, difokuskan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaanyang
merupakan  cerminan  pertanggungjawaban  kebijaksanaan  (policy

accontibility).

2.3. Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan utamanya, setiap perusahaan selalu
dihadapkan pada masa depan yang penuh ketidakpastian. Hal ini akan
menimbulkan permasalahan dalam pemilihan berbagai alternatif yang akan
ditempuh dalam melaksanakan kegiatan usaha. Pelaksanaan kebijakan yang telah
diambil tersebut memerlukan adanya sebuah alat untuk mengkoordinasikan semua

kegiatan agar dapat berjalan dengan baik.

Anggaran menurut Catur Sasongko (2010:3) Anggaran adalah alat bagi

manajemen yang memegang peranan penting dalam sistem pengendalian
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manajemen sebuah perusahaan, terutama dalam proses perencanaan (planning)
dan pengawasan (controlling). Anggaran merupakan rencana dari seluruh kegiatan

perusahaan dalam jangka pendek yang dinyatakan dalam unit kuantitatif.

Menurut Asri (2009:52) pengertian anggaran (budget) dapat disimpulkan
yaitu rencana yang merupakan suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas
atau kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam
perusahaan, serta mempunyai unsur jangka waktu tertentu di masa yang akan
datang, yang berarti bahwa apa yang dimuat dalam anggaran adalah taksiran-
taksiran (forecast) tentang apa yang tejadi serta apa yang dilakukan dimasa yang
akan datang. Anggaran (budget) merupakan salah satu bentuk rencana yang
biasanya dibuat dalam suatu organisasi. Namun harus disadari bahwa tidak setiap

rencana dapat disebut anggaran.

Menurut Jacson et al (2013:4) menyatakan “Budget are plans dealing with
the acquisition and use of resources over a specified time period” . Anggaran
merupakan rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam satu periode
yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran
diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan. Secara lebih
substansial, penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait
dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi
keuangan dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dari defenisi
tersebut, kesimpulannya adalah suatu anggaran yang disusun berdasarkan kegiatan

suatu organisasi dan memiliki jangka waktu tertentu untuk menyusunnya.
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2.4. Perencanaan Anggaran

Robbin dan Coulter dalam Latif dkk (2014) mengatakan bahwa perencanaan
(planning) merupakan proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu
menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh untuk
mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga
tercapai tujuan organisasi.

Haryanto, dkk (2007), menjelaskan bahwa anggaran sektor publik adalah
rencana kegiatan dan keuangan periodik (biasanya dalam periode tahunan) yang
berisi  program dan kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh
(penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/belanja) dalam rangka
mencapai tujuan organisasi.

Mardiasmo (2009:61) menyebutkan bahwa “anggaran merupakan estimasi
kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam
ukuran finansial”, sedangkan penganggaran (budgeting) merupakan aktifitas
mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja
organisasi yang cenderung tidak terbatas (Haryanto, dkk: 2007).

Dalam sistem penganggaran, semua kegiatan berawal dari rencana
pembangunan jangka menengah yang diakomodir dalam rencana kerja
pembangunan daerah (RKPD). Dalam RKPD akan dijabarkan proritas

pembangunan dan plafon dari anggaran dari masing-masing kegiatan/program
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pembangunan. Kemudian Prioritas kegiatan dijabarkan lebih rinci dalam rencana
kerja anggaran (RKA) yang menjadi input dalam menyusun RAPBD. RKA
didokumentasikan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah
(RKA SKPD). Selanjutnya dari RAPBD dikemas lagi dalam ABPD dan
dijabarkan dalam kegiatan dan program pembangunan yang telah disusun dalam
RKPD, tentu saja semua kegiatan dan program tersebut harus didukung dengan
dana untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan dan program tersebut. Sebagai
bagian dari proses sistem administrasi yang baik maka penjabaran APBD harus
didokumentasikan dalam daftar pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
daerah (DPA SKPD) (Fadila, 2009).

Perencanaan anggaran merupakan Subsistem perencanaan strategis (strategic
planning), secara teknis dilaksanaan dengan sistem anggaran Kkinerja yang
didahului dengan perencanaan kinerja. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam
penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan isu-isu strategis yang direspon
dengan program dan kegiatan yang relevan. Di dalam pelaksanaanya, proses
perencanaan kinerja dilaksanakan pada saat menjabarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menegah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah (Latif dkk,
2014).

Dalam rangka menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD), pemerintah daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) menyusun arah dan kebijakan umum yang disepakati sebagai

pedoman dalam penyusunan APBD. Tolak ukur yang digunakan untuk melihat
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kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah dengan melihat
besarnya porsi/kontribusi terhadap APBD. APBD berdasarkan pasal 64 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dapat diartikan sebagai rencana
operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan
perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan
proyek- proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain
menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah

untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Kurniawan, 2012).

2.5. Pelaporan Realisasi Anggaran

Menurut Gege Edy Prasetya (2010;6) dalam bukunya yang berjudul
Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan:
“Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara
anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukan ketaatan

terhadap peraturan dan ketentuan perundangundangan”.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya eknomi yang dikelola Pemerintahan Pusat/Daerah, yang
menggambarkan perbandinga antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode
pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menungkapkan kegiatan keuangan

Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukan jabatan terhadap APBD.

Menurut Gege Edy Prasetya (2010;21), unsur-unsur yang mencakup secara

langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut standar Akuntansi
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Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP) yang mencakup komite yang dibentuk oleh
Departemen Keuangan RI yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang
muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintahan. terdiri

dari:

a. Pendapatan (Basis Kas) adalah Hak penerimaan oleh Bendaharawan Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas Pemerintah lainnya yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
Pemerintah.

b. Pendapatan (Basis Akrual) adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai
penambahan nilai kekayaan bersih.

c. Belanja (Basis Kas) adalah Semua pengeluaran oleh Bendaharawan Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya
kembali ke Pemerintah.

d. Belanja (Basis Akrual) adalah Kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

e. Transfer adalah Pemerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan
kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi
hasil.

f. Pembiayaan (financing) adalah Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
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pengganggaran. Pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit
atau memanfaatkan surplus anggaran.

g. Penerimaan pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil
investasi. Pengeluaran penerimaan antara lain digunakan untuk pembayaran
kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan
penyertaan modal oleh Pemerintah.

Menurut Gege Edy Prasetya (2010;32), Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Selain itu Laporan Realisasi
Anggaran ini juga disajikan 2 kali setahun, yaitu laporan semesteran dan laporan
tahunan. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahunan disajikan dengan satu periode yang
berubah lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan

informasi sebagai berikut:

a. Anggaran alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran
dalam catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
Ketetepatan waktu merupakan hal yang harus diperhatikan sekali dalam
pelaporan keuangan, karena dapat mengefisiensi waktu pengambilan keputusan
berdasarkan hasil pelaporan keuangan, semesteran atau laporan keuangan

tahunan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai
realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu

entitas pelaporan yang masing-masig diperbandingkan dengan anggarannya.
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Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan

ketaatan entitas pelapoan terhadap anggaran.

Disamping hal diatas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga menyediakan
informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan
diterima untuk menandai kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam periode
mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) juga dapat menyediakn inforrmasi kepada para pengguna

laporan indikasi tentang perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

2.6. Evaluasi Anggaran

Dalam melakukan sebuah kegiatan, evaluasi perlu dilakukan untuk
mengetahui kesalahan atau kekurangan dari proses maupun hasil akhir dari
kegiatan yang telah dilakukan, yang berguna melakukan untuk perubahan atau
perbaikan pada kegiatan berikutnya (Salbia dan Risky, 2012).

Evaluasi anggaran merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri
penyimpangan atas anggaran dengan cara membandingkan anggaran dengan
realisasinya dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja. Dimana apabila
evaluasi yang dilakukan bersifat punitive maka motivasi menjadi rendah, dan
sebaliknya jika evaluasi yang dilakukan bersifat supportive akan menghasilkan
tingkah laku yang positif dan dapat meningkatkan kinerja manajemen (Salbia dan

Risky 2012).
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Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri
anggaran kedepartemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar penilaian
kinerja departemen, dalam pelaksanaan APBD setiap SKPD melakukan evaluasi
untuk menilai kinerjanya masing-masing, apakah Kinerjanya sesuai Yyang
direncanakan atau sebaliknya untuk itu suatu anggaran harus selalu dievaluasi
agar nantinya APBD dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

Hasil evaluasi mengenai anggaran juga perlu ditinjau berdasarkan
penanganan masalah berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
Selama ini evaluasi atas penggunaan anggaran sangat berdampak positif untuk
mempengaruhi hasil kegiatan penganggaran yang teralokasikan sesuai dengan
besarnya pemberian anggaran dan penilaian tentang hasil bagi dari kegiatan
pengelolaan.

Mengevaluasi dari setiap kegiatan penganggaran mempunyai efek positif
terhadap kemampuan aparat dalam menilai, memanfaatkan dan mengelola
anggaran yang diterapkan secara terencana, terarah dan tersusun sesuai dengan
kinerja aparat dalam pengelolaan yang tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga
anggaran tidak ada yang terlambat cair dan mudah dimanfaatkan dan digunakan
untuk kegiatan pembangunan. Apabila evaluasi dilakukan secara terencana
dengan pengawasan yang terukur, akan berdampak terhadap kinerja aparat dalam

pengelolaan anggaran (Latif, 2014).
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2.7. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini kerangka pikir teoritis yang akan dikembangkan
mengacu pada kajian teori pada Bab Il. Berdasarkan kajian teori di atas maka

kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai

berikut:

L _____ Perencanaan (X;) E

| I

i v

i Kinerja

: Pelaporan >

E- ----- (Y)

i_ _____ Evaluasi

(X3)
Gambar 2.1. : Skema Kerangka Pikir

2.8. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka pikir maka

hipotesis penelitian ini adalah :

5. Perencanaan anggaran (X;) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial

terhadap kinerja (Y) Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.
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6. Pelaporan anggaran (X;) berpengaruh positif secara parsial dan signifikan
terhadap kinerja (Y) Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

7. Evaluasi anggaran (X3) berpengaruh positif secara parsial dan signifikan
terhadap kinerja (Y) Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

8. Perencanaan anggaran (X;) pelaporan anngaran (X,) dan evaluasi anggaran
(X3) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja ()

Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.
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BAB Il1

OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian
Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah
perencanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran serta kinerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Pohuwato.

3.2. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:2) pengertian metodologi penelitian adalah cara
ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan,
dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada giliranya

dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan
menggunakan statistika untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang
telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:147).

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada
umumnya dilakukan secara random atau acak, pengumpulan data menggunakan
instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji

hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun metode penelitian yang digunakan sesuai
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dengan tujuan dan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode yang

digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif.

Menurut Sugiono (2009:11) Metode penelitian deskriptif adalah penelitian
yang dilakukan untuk mengetahui variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa
membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel

lainnya.

3.2.2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal
tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel

penelitian terbagi dua yaitu variabel dependen () dan variabel independen (X).

1. Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang
menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:97). Variabel
dependen dalam penelitian ini adalah kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Pohuwato.

2. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau
yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono,
2014:96). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Perencanaan anggaran
(X1) pelaporan anngaran (X) dan evaluasi anggaran (Xs).

Tabel 3.1

Tabel Operasional Variabel Penelitian
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Variabel

Indikator-Indikator

Skala

Perencanaan
(Xy)

Terukur

Prioritas penyusunan
Berdasarkan program
Sinkronisasi

Prinsip penyusunan
Kompilasi

Peraturan daerah
Penjabaran Visi Misi

Ordinal

Pelaporan

(X2)

Pembuatan laporan
Sesuai SAP

Sesuai prosedur

Ordinal

Evaluasi

(Xa)

Pelaksanaan program
Target
Reward

Ordinal

Kinerja

(Y)

© 0 N o g Bk~ W DD P DD RPw N PN

Keterkaitan
Kejelasan
Penetapan Visi Misi
Indikator kinerja

Pelaksanaan analisis keuangan

Pelaporan atasan
Pengecekan program
Kontrol

Terakomodir

10. Penggunaan LAKIP

Ordinal

Sumber : Luky Lrestiawan (2015).

3.2.3. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

45

Menurut Sugiyono (2014:148) Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Ditetapkan

45



46

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian
ini populasi dan sampel adalah ASN yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten

Pohuwato.

2. Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan sampel ASN yang terlibat langsung dan
telah memahami tentang anggaran yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten
Pohuwato yaitu sebanyak 30 orang. Penentuan jumlah sampel ini berdasarkan
pada pendapat Cohen, etal (2007:101), bahwa semakin besar sampel dari
besarnya populasi yang ada adalah semakin baik, namun jumlah batas minimal

yang harus diambil oleh peneliti adalah sebanyak 30 sampel.

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2014:61) merupaka langkah
strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah memperoleh data.
Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini,

maka teknik yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a. Library Research
Library research bertujuan untuk mengumpulkan referensi-referensi baik itu
dalam bentuk buku, majalah, jurnal maupun buletin-buletin yang terkait

dengan obyek yang diteliti.

b. Field Research
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Field reserach bertujuan untuk mengumpulkan data-data primer yang

diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara :

1. Observasi, yaitu dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap
objek penelitian.

2. Wawancara, Yyaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
melakukan wawancara langsung kepada pihak yang berkompoten terhadap
permasalahan yang akan diteliti.

3. Kuisioner, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan yang berisi pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

3.2.5. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Analisis Regresi Berganda

Untuk melihat pengaruh perencanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran
secara simultan terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato maka
peneliti manggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier
berganda digunakan untuk melihat bentuk hubungan antara variabel bebas (X) dan
variabel terikat (Y). Menurut Sugiono (2014) persamaan regresi berganda adalah

sebagai berikut :

Y =a+ b Xy +boXo+ bsXz+€

Dimana;
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Y = Kinerja

a = Nilai Konstanta

b1, by, bas = Koefisien variabel

X1 = Perencanaan
X,  =Pelaporan
X3 = Evaluasi

€  =Pengaruh Variabel Lain

2. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam
menerangkan variasi variabel dependen Hipotesis nol (HO) yang hendak diuji
adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol. Cara melakukan uji t adalah
dengan membandingkan perbedaan antara nilai dua nilai rata-rata dengan standar
error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Apakah jumlah degree of freedom (df)
adalah 2 atau lebih dan derajat kepercayaan 5%, maka HO dapat ditolak.
Membandingkan nilai t table, kita menerima Ha yang menyatakan bahwa suatu
variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

(Ghozali, 2016:98-99).

3. Uji Statistik F (Uji Simultan)
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Menurut Ghozali (2016:98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah
semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol
(HO) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama
dengan nol. Apabila nilai F lebih besar maka HO dapat ditolak pada derajat
kepercayaan 5%. Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang
menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan

mempengaruhi variabel dependen.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitin

4.1.1. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato
Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan biokrasi
dilingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi

dan tata kerja dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud pada huruf a, perlu
menetapkan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi
dan tata kerja peranagkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan;

Bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a, perlu
menetapkan peraturan Bupati tentang organisasi dan tata Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Pohuwato;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40600;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten
Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di provinsi Gorontalo (Lmebaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor

4269);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemebentukan peraturan
Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan
Antar Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 5679);

Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementrian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 86 Tahun 2016

tentang perubahan atas peraturan menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun

51



52

Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementrian Perhubungan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun Nomor 1012);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor

184);

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Perhungan Kabupaten

Pohuwato mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Kode etik Pegawai negeri di lingkungan Dinas perubungan Parwisaata dan
keudayaan Kabupten Pohuwato adalah merupakan pedoman sikap, prinsip
moral tingkah laku serta perbatan dalam penyelenggaraan perencana kepada
masyarakat serta pegawai.

2. Mewujudkan sikap serta perilaku Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas
Perhubungan Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato yang
memegang teguh etika dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Mencegah agar dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Dinas Perhubungan Parawisata dan Kebudayaan Kabupten
Pohuwato tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan
tanggung jawab moral, dan

4. Menjaga agar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dina Perhubungan
Parawisata dan Kebudayaan Kabupten Pohuwato dapat menjalankan
profesinya dengan baik dan beretika.

5. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya
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Peraturan Gubernur Gorontalo Tentang Organisasi, dan tata Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

10.

Derah adalah Daerah Kabupten Pohuwato

Pemerintahan Daerah adalah dan DPRD menurut asas otonomi dab tugas
pembantuan dengan prisip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip
Negara Kesatuann Republik Indonesia sebagaiaman dimaksud dalam Undang-
Undang Dasara Negara Republik Indonesia tahun 1945/

Pemerintah Derah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerntahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Sekeretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato

Kepala adalah kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato

Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupten Pohuwato

Bidang adalah kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato
Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatanfungsional keahlian
dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsidan juga
berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas

pemerintahan;
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11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam
struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik

teknis maupun fasilitas.

4.1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

1. Dinas Perhubungan Kabupten Pohuwato berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati.
2. Dinas Perhubungan Kabupten Pohuwato dipimpin oleh Kepala Dinas.
Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato mempunyai tugas Melaksanakan
kewenangan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonstrasi dibidang

perhubungan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas

Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dan pengelolaan
keuangan, penyususnan rencana dan program di bidang perhubungan:

b. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan tugas dibidang perhubunga:

c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan tata usaha
dinas perhubungan:

d. Pelaksanaan tugas konsultasi dan koordinasi dibidang perhubungan ; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui sekda

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato terdiri atas :

o

Kepala Dinas
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b. Sekretariat

C. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

d. Bidang Prasarana

e. Bidang Pengembangan dan Keselematan

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN POHUWATO

Kepala Dinas
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Sekretariat

Kelompok
Jabatan

Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan

Bidang

Bidang Pengembangan

dan Keselematan

Gambar 4.1. Struktur Organisasi

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada penelitian ini penulis membahas variabel X yang mempengaruhi

variabel Y, dalam hal ini adalah variabel perencanaan anggaran (X;) yang terdiri

dari 8 item pernyataan, pelaporan anggaran (X2) yang terdiri dari 3 item

pernyataan dan evaluasi anggaran (X3) yang terdiri dari 3 item pernyataan.
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Sedangkan variabel terikat yaitu kinerja () yang terdiri dari 10 item pernyataan.
Sehingga total keseluruhan pernyataan untuk semua variabel sebanyak 24 item

dan stiap itemnya akan direspon oleh 30 responden.

Skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan terlebih dahulu

menghitung rentang skalanya. Adapun hasilnya adalah :

Skor terendah = Bobot terendah x Jumlah responden =1 x 1 x 30 = 30

Skor tertinggi = Bobot tertinggi x Jumlah responden =5 x 1 x 30 = 150

Dari hasil perhitungan rentang bobot terendah sampai bobot tertinggi adalah :

Rentang Skala = ---------------- =24

Tabel 4.1.

Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden

Range Kategori
130 - 154 Sangat Besar
105 -129 Besar
80 -104 Sedang

55-79 Kecil

30-54 Sangat Kecil

Sumber : Olahan Data 2023
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4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Kinerja (Y)

Hasil dalam penelitian ini yang menggunakan analisis deskriptif kuantitatif

dapat diperoleh tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini

yang berjumlah 10 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Tanggapan Responden

Pada Variabel Kinerja (Y)

Y1l Y2 Y3 Y4 Y5
Bobot
FI S| % |F| S| % |F|S|% | F|S|% | F|S | %
5 13| 65 | 43 |25|125| 83 |23 |115| 77 |15| 75 | 50 |14 | 70 | 47
4 913 |30 4|16 |13 |7 |28 |23 11| 44 | 37 |10| 40 | 33
3 8124 |27 |1 | 3 3 10| 0 0 |4]12 |13 |4 | 12 | 13
2 0| O 0 |0] O 0 |0] O 0 |0] O 0 | 2] 4 7
1 0| O 0 |0] O 0 |0] O 0 |0] O 0O 0] O 0
Jumlah | 30 | 125 | 100 | 30 | 144 | 100 | 30 | 143 | 100 | 30 | 131 | 100 | 30 | 126 | 100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

ber

1.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai

ikut :

Pada pernyataan yang terkait Aadanya keterkaitan yang erat antara pencapaian
kinerja dengan program dan kebijakan, diperoleh tanggapan responden
sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab sangat setuju dengan skor
65, sebanyak 9 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 36,

sebanyak 8 responden atau 27% yang menjawab kurang setuju dengan skor
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24, sehingga total skor item 1 adalah 125. Dengan demikian peryataan pada
item 1 masuk dalam kategori besar.

Pada pernyataan yang terkait kejelasan sasaran anggaran suatu program harus
dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin, diperoleh tanggapan responden
sebanyak 25 responden atau 83% yang menjawab sangat setuju dengan skor
125, sebanyak 4 responden atau 13% yang menjawab setuju dengan skor 16,
sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3,
sehingga total skor item 2 adalah 144. Dengan demikian peryataan pada item 2
masuk dalam kategori sangat besar.

Pada pernyataan yang terkait Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai
rencana strategik organisasi, diperoleh tanggapan responden sebanyak 23
responden atau 77% yang menjawab sangat setuju dengan skor 115, sebanyak
7 responden atau 23% yang menjawab setuju dengan skor 28, sebanyak 1
responden atau 2% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3, sehingga
total skor item 3 adalah 143. Dengan demikian peryataan pada item 3 masuk
dalam kategori sangat besar.

Pada pernyataan yang terkait Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap
kegiatan atau program, diperoleh tanggapan responden sebanyak 15 responden
atau 50% yang menjawab sangat setuju dengan skor 75, sebanyak 11
responden atau 37% yang menjawab setuju dengan skor 44, sebanyak 4
responden atau 13% yang menjawab kurang setuju dengan skor 12, sehingga
total skor item 4 adalah 131. Dengan demikian peryataan pada item 4 masuk

dalam kategori sangat besar.
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5. Pada pernyataan yang terkait melakukan analisis keuangan setiap kegiatan
atau program selesai dilaksanakan, diperoleh tanggapan responden sebanyak
14 responden atau 47% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70,
sebanyak 10 responden atau 33% yang menjawab setuju dengan skor 40,
sebanyak 4 responden atau 13% yang menjawab kurang setuju dengan skor
12, sebanyak 2 responden atau 7% yang menjawab tidak setuju dengan skor 4,
sehingga total skor item 5 adalah 126. Dengan demikian peryataan pada item 5
masuk dalam kategori besar.
Tabel 4.3. Tanggapan Responden
Pada Variabel Kinerja (Y)
Y6 Y7 Y8 Y9 Y10
Bobot
F| S| % | F| S| % |F| S| % | F|S|%|F| S | %
5 17| 85 | 57 |13 | 65 | 43 (14| 70 | 47 |26 |130| 87 |27 |135| 90
4 | 8|32 |27 (11|44 37| 9|36 |30 (28 7 |3]|12] 10
3 | 4|12 }13 /5|15 |17 |5|15 17,0 0| 0 |O0O| O] O
2 0| O 0 |1] 2 3 12| 4 7 12| 4 7 10| 0 0
1 11 3 10| 0 0 |0] O 0 |0] O 0O 0| O 0
Jumlah | 30 | 130 | 100 | 30 | 126 | 100 | 30 | 125 | 100 | 30 | 142 | 100 | 30 | 147 | 100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai

berikut :

6.

Pada pernyataan yang terkait membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan

atau program yang telah dilaksanakan, diperoleh tanggapan responden
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sebanyak 17 responden atau 57% yang menjawab sangat setuju dengan skor
85, sebanyak 8 responden atau 27% yang menjawab setuju dengan skor 32,
sebanyak 4 responden atau 13% yang menjawab kurang setuju dengan skor
12, sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab sangat tidak setuju dengan
skor 1, sehingga total skor item 6 adalah 130. Dengan demikian peryataan
pada item 6 masuk dalam kategori sangat besar.

Pada pernyataan yang terkait melakukan pengecekan terhadap jalannya
program, diperoleh tanggapan responden sebanyak 13 responden atau 43%
yang menjawab sangat setuju dengan skor 65, sebanyak 11 responden atau
37% yang menjawab setuju dengan skor 44, sebanyak 5 responden atau 17%
yang menjawab kurang setuju dengan skor 15, sebanyak 1 responden atau 3%
yang menjawab tidak setuju dengan skor 2, sehingga total skor item 7 adalah
126. Dengan demikian peryataan pada item 7 masuk dalam kategori besar.
Pada pernyataan yang terkait pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan
ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan
suatu kegiatan atau program, diperoleh tanggapan responden sebanyak 14
responden atau 47% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70, sebanyak 9
responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 36, sebanyak 5
responden atau 17% yang menjawab kurang setuju dengan skor 15, sebanyak
2 responden atau 7% yang menjawab tidak setuju dengan skor 4, sehingga
total skor item 8 adalah 125. Dengan demikian peryataan pada item 8 masuk

dalam kategori besar.
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10.
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Pada pernyataan yang terkait kegiatan / program yang disusun telah
mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat,
diperoleh tanggapan responden sebanyak 26 responden atau 87% yang
menjawab sangat setuju dengan skor 130, sebanyak 2 responden atau 7% yang
menjawab setuju dengan skor 8, sebanyak 2 responden atau 7% yang
menjawab kurang tidak dengan skor 4, sehingga total skor item 9 adalah 142.
Dengan demikian peryataan pada item 9 masuk dalam kategori sangat besar.

Pada pernyataan yang terkait LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai
dengan waktu yang ditentukan, diperoleh tanggapan responden sebanyak 27
responden atau 90% yang menjawab sangat setuju dengan skor 135, sebanyak
3 responden atau 10% yang menjawab setuju dengan skor 12, sehingga total
skor item 10 adalah 147. Dengan demikian peryataan pada item 10 masuk

dalam kategori sangat besar.

4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Perencanaan (X;)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang

berjumlah 8 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Tanggapan Responden

Pada Variabel Perencanaan (X;)

Bobot

X11 X1.2 X1.3 X14

F| S| % |F| S| % |F|S|%]|F| S %
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5 241120 | 80 (17| 8 | 57 |18 | 90 | 60 | 9 | 45 30
4 6 | 24| 2013 | 52 | 43| 9 | 36 | 30 14| 56 47
3 0O 0O 0] O 0 |3] 9 10| 7| 21 23
2 0O 0O 0] O 0O 0] O 0O 0] O 0
1 0O 0O 0] O 0O 0] O 0O 0] O 0
Jumlah | 30 | 144 | 100 | 30 | 137 | 100 | 30 | 135 | 100 | 30 | 122 | 100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai

berikut :

1. Pada pernyataan yang terkait dalam perencanaan anggaran memuat mengenai

kerja yang terukur dan pendanaannya, diperoleh tanggapan responden

sebanyak 24 responden atau 80% yang menjawab sangat setuju dengan skor

120, sebanyak 6 responden atau 20% yang menjawab setuju dengan skor 24,

sehingga total skor item 1 adalah 144. Dengan demikian peryataan pada item 1

masuk dalam kategori sangat besar.

2. Pada pernyataan yang terkait dalam hal perencanaan anggarannya mengikuti

prioritas dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), diperoleh tanggapan

responden sebanyak 17 responden atau 57% yang menjawab sangat setuju

dengan skor 85, sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab setuju

dengan skor 52, sehingga total skor item 2 adalah 137. Dengan demikian

peryataan pada item 2 masuk dalam kategori sangat besar.
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3. Pada pernyataan yang terkait Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) didasarkan pada program dan Kkegiatan serta pagu anggaran yang
tercantum dalam nota kesepakatan PPA, diperoleh tanggapan responden
sebanyak 18 responden atau 60% yang menjawab sangat setuju dengan skor
90, sebanyak 9 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 36,
sebanyak 3 responden atau 10% yang menjawab kurang setuju dengan skor 9,
sehingga total skor item 3 adalah 135. Dengan demikian peryataan pada item 3
masuk dalam kategori sangat besar.

4. Pada pernyataan yang terkait adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara
Instansi dengan kinerja Instansi sesuai dengan standar pelayanan minimal
yang ditetapkan, diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau
30% yang menjawab sangat setuju dengan skor 45, sebanyak 14 responden
atau 47% yang menjawab kurang setuju dengan skor 56, sebanyak 7
responden atau 23% yang menjawab setuju dengan skor 21, sehingga total
skor item 4 adalah 122. Dengan demikian peryataan pada item 4 masuk dalam
kategori besar.

Tabel 4.5. Tanggapan Responden

Pada Variabel Perencanaan (X1)

X1.5 X1.6 X1.7 X1.8
Bobot

F | S % | F | S % | F | S % | F| S %

5 24 1120 | 80 |21 |105| 70 |13 | 65 | 43 |11 | 55 37

4 6 | 24 20| 9 | 36 | 30 |11 | 44 | 37 | 12| 48 40

3 0| 0 0 |0] O 0 6|18 | 20| 7 | 21 23
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2 0| O 0 |0 O 0O |]0| O 0O 0] O 0

1 0| 0 0 |0] O 0O |0] O 0 |0 0 0

Jumlah | 30 | 144 | 100 | 30 | 141 | 100 | 30 | 127 | 100 | 30 | 124 | 100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai

berikut :

5. Pada pernyataan yang terkait dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA), memperhatikan prinsip — prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas,
transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka
pencapaian prestasi kerja, diperoleh tanggapan responden sebanyak 24
responden atau 80% yang menjawab sangat setuju dengan skor 120, sebanyak
6 responden atau 20% yang menjawab setuju dengan skor 24, sehingga total
skor item 5 adalah 144. Dengan demikian peryataan pada item 5 masuk dalam
kategori sangat besar.

6. Pada pernyataan yang terkait Pimpinan melakukan kompilasi Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama
sebelum diajukan dalam proses evaluasi, diperoleh tanggapan responden
sebanyak 21 responden atau 70% yang menjawab sangat setuju dengan skor
105, sebanyak 9 responden atau 30% yang menjawab setuju dengan skor 36,
sehingga total skor item 6 adalah 141. Dengan demikian peryataan pada item 6
masuk dalam kategori sangat besar.

7. Pada pernyataan yang terkait penetapan anggaran menjadi peraturan daerah

dilakukan setelah adanya evaluasi anggaran, diperoleh tanggapan responden
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sebanyak 13 responden atau 43% yang menjawab sangat setuju dengan skor
65, sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab setuju dengan skor 44,
sebanyak 6 responden atau 20% yang menjawab kurang setuju dengan skor
18, sehingga total skor item 7 adalah 127. Dengan demikian peryataan pada
item 7 masuk dalam kategori besar.

8. Pada pernyataan yang terkait dokumen rencana anggaran menjabarkan
mengenai visi, misi, dan program Instansi yang ingin dicapai, diperoleh
tanggapan responden sebanyak 11 responden atau 37% yang menjawab sangat
setuju dengan skor 55, sebanyak 12 responden atau 40% yang menjawab
setuju dengan skor 48, sebanyak 7 responden atau 23% yang menjawab
kurang setuju dengan skor 21, sehingga total skor item 8 adalah 124. Dengan
demikian peryataan pada item 8 masuk dalam kategori besar.

4.2.3. Analisis Deskriptif VVariabel Pelaporan (X2)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang

berjumlah 3 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6. Tanggapan Responden

Pada Variabel Pelaporan (X2)

X1.1 X1.2 X1.3
Bobot
F S % F S % F S %
5 24 120 80 18 90 60 14 70 47
4 5 20 17 10 40 33 14 56 47
3 1 3 3 2 6 7 1 3 3
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2 0 0 0 0 0 0 1 2 3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 30 | 143 100 30 | 136 | 100 | 30 | 131 | 100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai

berikut :

1. Pada pernyataan yang terkait setiap Instansi membuat laporan mengenai
penerimaan dan pengeluaran kas yang tejadi, diperoleh tanggapan responden
sebanyak 24 responden atau 80% yang menjawab sangat setuju dengan skor
120, sebanyak 5 responden atau 17% yang menjawab setuju dengan skor 20,
sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3,
sehingga total skor item 1 adalah 143. Dengan demikian peryataan pada item 1
masuk dalam kategori sangat besar.

2. Pada pernyataan yang terkait laporan keuangan Instansi yang diabuat sesuai
dengan SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan, diperoleh tanggapan responden sebanyak 18 responden atau 60%
yang menjawab sangat setuju dengan skor 90, sebanyak 10 responden atau
33% yang menjawab setuju dengan skor 40, sebanyak 2 responden atau 7%
yang menjawab kurang setuju dengan skor 6, sehingga total skor item 2 adalah
136. Dengan demikian peryataan pada item 2 masuk dalam kategori sangat

besar.
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3. Pada pernyataan yang terkait pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan
perencanaan anggaran telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
dengan menerbitkan laporan keuangan untuk diperiksa oleh BPK dan bentuk
pertanggungjawaban kepada publik, diperoleh tanggapan responden sebanyak
14 responden atau 47% yang menjawab sangat setuju dengan skor 70,
sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab setuju dengan skor 56,
sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab kurang setuju dengan skor 3,
sebanyak 1 responden atau 3% yang menjawab kurang setuju dengan skor 2,
sehingga total skor item 3 adalah 131. Dengan demikian peryataan pada item 3
masuk dalam kategori sangat besar.

4.2.4. Analisis Deskriptif Variabel Evaluasi (X3)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dalam variabel ini yang

berjumlah 5 item pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7. Tanggapan Responden

Pada Variabel Evaluasi (X3)

X1.1 X1.2 X1.3
Bobot

F S % F S % F S %
5 11 55 7 14 70 47 20 100 67
4 19 76 63 16 64 53 9 36 30
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 2 3
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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‘ Jumlah ‘ 30 ‘ 131 ‘ 100 | 30 | 134 ‘ 100 ‘ 30 ‘ 138 ‘ 100

Sumber : Olahan Data Deskriptif 2023

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai

berikut :

1. Pada pernyataan yang terkait adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan
kegiatan, diperoleh tanggapan responden sebanyak 11 responden atau 7%
yang menjawab sangat setuju dengan skor 55, sebanyak 19 responden atau
63% yang menjawab setuju dengan skor 75, sehingga total skor item 1 adalah
131. Dengan demikian peryataan pada item 1 masuk dalam kategori sangat
besar.

2. Pada pernyataan yang terkait adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan, diperoleh
tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 47% yang menjawab sangat
setuju dengan skor 70, sebanyak 16 responden atau 53% yang menjawab
setuju dengan skor 64, sehingga total skor item 2 adalah 134. Dengan
demikian peryataan pada item 2 masuk dalam kategori sangat besar.

3. Pada pernyataan yang terkait setelah melaksanakan evaluasi kinerja adanya
reward yang diberikan kepada Instansi yang mencapai target anggaran,
diperoleh tanggapan responden sebanyak 20 responden atau 67% yang
menjawab sangat setuju dengan skor 100, sebanyak 9 responden atau 30%
yang menjawab setuju dengan skor 36, sehingga total skor item 3 adalah 138.

Dengan demikian peryataan pada item 3 masuk dalam kategori sangat besar.
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4.3. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi berganda untuk memprediksi
apakah perencanaan (X;), pelaporan (X;) dan evaluasi (X3) berpengaruh positif
dan signifikan secara simultan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Pohuwato. Analisis ini menggunakan data berdasarkan kuisioner yang
dibagikan. Perhitungan uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS-16. Adapun hasil
dari perhitungan analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Analisis Regresi Berganda

Standardized
Unstandardized Coefficients | Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 11.788 12.392
Perencanaan .600 .286 .353
Pelaporan .750 .364 .349
Evaluasi 104 436 .040

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber : Olahan Data SPSS-16 tahun 2023

Dari hasil olahan data SPSS maka diperoleh persamaan regresi berganda

berikut : Y = 11,788 + 0,600X; + 0,750X, + 0,104X;
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Berdasarkan hasil perhitungan regresi berganda diatas, maka dapat di ketahui
bahwa angka konstanta sebesar 11,788 yang artinya bahwa angka kinerja (Y)
sebesar 11,788 apa bila jika variable yang lain bernilai 0. Koefisien regresi
perencanaan (b;) sebesar 0,600 yang artinya bahwa setiap perubahan variable
perencanaan (b;) akan diikuti oleh perubahan kinerja (Y) sebesar 0,600 dengan
asumsi variable lain adalah konstan. Koefisien regresi pelaporan (by) sebesar
0,750 yang artinya bahwa setiap perubahan variable pelaporan (b,) akan diikuti
oleh perubahan kinerja (Y) sebesar 0,750 dengan asumsi variable lain adalah
konstan. Koefisien regresi evaluasi (bs) sebesar 0,104 yang artinya bahwa setiap
perubahan variable evaluasi (bs) akan diikuti oleh perubahan kinerja (Y) sebesar
0,104 dengan asumsi variable lain adalah konstan. Sedangkan untuk melihat
variasi naik turunnya variable kinerja (Y) dapat diketahui pada table koefisien
determinasi (R?) berikut :

Tabel 4.9
Model Summary

Std. Error of the
Model R R Square | Adjusted R Square Estimate

1 520 270 186 3.155

a. Predictors: (Constant), Evaluasi, Perencanaan, Pelaporan

Sumber : Olahan Data SPSS-16 tahun 2023
Berdasarkan pada table 4.22 Model Summary diatas, maka dapat diketahui
nilai koefisien determinasi (R?) adalah 0,270 atau 27%, yang berarti bahwa 27%

variasi naik turunnya variabel kinerja (Y) mampu dijelaskan oleh variabel
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perencanaan (X;), pelaporan (X;) dan evaluasi (X3), namun sisanya sebesar 73%

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.3.1. Uji Parsial (Uji t)

Secara parsial, variabel perencanaan (X;), pelaporan (X;) dan evaluasi (X3)
terhadap kinerja () pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato menggunakan
uji t, jika dibandingkan nilai tgpe dengan nilai thiwng pada taraf signifikan 0,05
dengan nilai df sebesar n —k — 1 =30 — 3 — 1 = 26, maka diperoleh df sebesar 26
dan untuk nilai type Sebesar 2,056. Selain itu, uji signifikan dapat dilihat dari nilai
signifikansi koefisien regresi. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari tarfaf
signifikan yang digunakan (5% ata 0,005) maka hipotesis penelitian tersebut dapat
diterima, dan jika sebaliknya nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,005
maka hipotesis ditolak.

Adapun hasil perhitungan regresi berganda untuk uji t atau uji parsial
berdasarkan table berikut adalah :

Tabel 4.10. Uji t

Model t Sig.
(Constant) 951 .350
Perencanaan 2.098 .046
Pelaporan 2.060 .050
Evaluasi 238 814
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Model

Sig.

(Constant)
Perencanaan
Pelaporan

Evaluasi

951

2.098

2.060

238

.350

.046

.050

814

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber : Olahan Data SPSS16 tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh nilai thiwng Sebesar 2,098 lebih besar

jika dibandingkan dengan nilai type Sebesar 2,056. Yang berarti bahwa variabel

Perencanaan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) pada

Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Demikian pula halnya diperoleh nilai

signifikansi sebesar 0,046 yang lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan

yaitu 0,05 atau 5% (0,046 < 0,05).

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh nilai thiung Sebesar 2,060 lebih

besar jika dibandingkan dengan nilai t,n Sebesar 2,056 dan didukung dengan nilai

signifikan 0,05 atau 5%, yang berarti bahwa variabel pelaporan (X2) berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kinerja (YY) pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Pohuwato.

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh nilai thiwng Sebesar 0,238 lebih

kecil jika dibandingkan dengan nilai tyne Sebesar 2,056. Yang berarti bahwa
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variabel evaluasi (X3) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap

kinerja (YY) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

4.3.2. Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji simultan atau uji F dilakukan dalam penelitian ini dengan maksud untuk
melihat pengaruh variabel perencanaan (X;), pelaporan (X;) dan evaluasi (Xs)
terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato dengan
menggunakan 30 responden sekaligus sebagai sampel. Dalam penelitian ini
menggunakan nilai signifikansi dengan taraf o = 5 %.

Tabel 4.11. Uji F

ANOVA®
Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 95.818 3 31.939 3.208 .040%
Residual 258.882 26 9.957
Total 354.700 29

a. Predictors: (Constant), Evaluasi, Perencanaan, Pelaporan

b. Dependent Variable: Kinerja

Sumber : Olahan Data SPSS16 tahun 2023

Hasil olahan data dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh Fyiwng Sebesar
3,208 > Fianel Sebesar 2,980 dengan probabilitas terjadinya kesalahan Fiwng lebih
kecil dari taraf (o) kesalahan yang ditentukan 0,040 < 0,005. Dengan demikian

variabel perencanaan (X1), pelaporan (X2) dan evaluasi (X3) secara simultan
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berpengaruh terhadap terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Pohuwato.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa;

1. Perencanaan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Dimana nilai thitung 2,098 > tiae 2,056 dengan
nilai signifikansi sebesar 0,046 < 0,05.

2. Pelaporan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Dimana nilai thiyng 2,060 > tye 2,056 dengan
nilai signifikansi 0,005 atau 5%.

3. Evaluasi (X3) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja (Y) pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Dimana nilai thitung 0,238 < tizpel 2,056.

4. Perencanaan (X1), pelaporan (X2) dan evaluasi (X3) secara simultan berpengaruh
terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Dimana nilai

Fhitung 3,208 > Fiaper 2,980 dengan nilai signifikansi sebesar 0,040 < 0,005.
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5.2. Saran-Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya penulis

akan menyajikan saran-saran sebagai masukan yaitu sebagai berikut :

1.

Diharapkan kepada pimpinan hendaknya mempertahankan aspek perencanaan dan
pelaporan anggaran yang dapat memberi manfaat bagi instansinya dalam
melakukan perencanaan dan pelaporan anggaran sebaik-baiknya dalam rangka
meningkatkan kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato hendaknya lebih
memperhatikan evaluasi kinerja anggaran demi tercapainya peningkatan
akuntabilitas kinerja instansi.

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain yang dapat
berpengaruh terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato dan bisa
mengambil sampel yang lebih luas, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa masi
terdapat variabel lain selaian variabel tersebut diatas yang dapat mempengaruhi
kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato sebesar 73%, misalnya
pelaksanaan anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran

anggaran dan sebagainya.
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ABSTRACT

REKA A. ABUBAKAR. E2119147. THE EFFECT OF BUDGET
PLANNING, REPORTING, AND EVALUATION ON THE PERFORMANCE
AT THE POHUWATO DISTRICT TRANSPORTATION OFFICE

Measurement of local government performance is directed at each work unit that
has been authorized to manage resources as their field. Each work unit is a
responsibility center that has its uniqueness. The purpose of this study is to find
and analyze the effect of budget planning, reporting, and evaluation on the
performance at the Pohuwato District Transportation Office, involving 30
respondents using multiple regression analysis tools. Based on the processed data
results using SPSS-16, the obtained t-count value is 2.098 > t-table value of
2.056, which means that planning (X1) has a positive and significant effect on
performance (Y) at the Pohuwato District Transportation Office. Similarly, a
significance value of 0.046 is obtained, greater than the significant level used,
namely 0.05 or 5% (0.046 < 0.05). The t-count value of 2.060 > t-table of 2.056
and supported by a significant value of 0.05 or 5%, which means that reporting
(X2) has a positive and significant effect on performance (Y) at the Pohuwato
District Transportation Office. The t-count value is 0.238 < t-table of 2.056,
meaning that evaluation (X3) has a positive but insignificant effect on
performance (Y) at the Pohuwato District Transportation Office. The E-count
value of 3.208 > F-table of 2.980 with the probability of error F-cotint iSLSm'éIIQr
than the specified error level (@) 0.040 < 0.005. The variables of planning. (XJ )
reporting (X2), and evaluation (X3) simultaneously affect the performance (Y) at
the Pohuwato District Transportation Office. \ el s/

4

W~

Keywords: planning, reporting, evaluation, performance
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ABSTRAK

REKA A. ABUBAKAR. E2119147. PENGARUH PERENCANAAN,
PELAPORAN DAN EVALUASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN POHUWATO

Pengukuran Kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing satuan
kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana
bidangnya. Setiap satuan kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki
keunikan sendiri-sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis Pengaruh Perencanaan, Pelaporan Dan Evaluasi Anggaran Terhadap
Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato yang melibatkan 30 responden
dengan menggunakan alat analisis regresi berganda. Dari hasil olahan data,
dengan menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh nilai thiwung Sebesar 2,098 > nilai
tianer SEDESAr 2,056. Yang berarti bahwa variabel Perencanaan (X1) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja (YY) pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Pohuwato. Demikian pula halnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,046 yang
lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% (0,046 <
0,05). Nilai thiung sebesar 2,060 > tipe Sebesar 2,056 dan didukung dengan nilai
signifikan 0,05 atau 5%, yang berarti bahwa variabel pelaporan (X2) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Pohuwato. Nilai thiwung Sebesar 0,238 < twne Sebesar 2,056. Yang berarti bahwa
variabel evaluasi (X3) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap
kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Sedangkan nilai Fhitung
sebesar 3,208 > Fipe Sebesar 2,980 dengan probabilitas terjadinya kesalaﬁan
Fhitung lebih kecil dari taraf (o) kesalahan yang ditentukan 0,040 < 0,005. Dengan\
demikian variabel perencanaan (X1), pelaporan (X2) dan evaluasi ((X3) Secara
simultan berpengaruh terhadap terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan,
Kabupaten Pohuwato. JsinNSS

Kata kunci: perencanaan, pelaporan, evaluasi dan kinerja
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Lampiran 2
KUISIONER

Responden yang Terhormat,

Saya atas nama Reka A. Abubakar, akan mengadakan penelitian dengan
judul “Pengaruh Perencanaan, Pelaporan Dan Evaluasi Anggaran Terhadap
Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato,” sebagai syarat dalam
menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Ichsan Gorontalo.
Bersama ini saya mohon kesediaannya untuk mengisi data kuesioner yang
diberikan, informasi yang Bapak/lbu berikan merupakan bantuan yang sangat
berarti dalam menyelesaikan penelitian ini. Atas bantuan dan perhatiannya, saya

ucapkan terima kasih.

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Pilihlah pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberikan

tanda (V) pada kolom yang tersedia. Adapun makna tanda tersebut adalah :

5 Sangat Setuju (SS)
4 Setuju (S)
3 Kurang Setuju (KS)
2 Tidak Setuju (TS)
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1 Sangat Tidak Setuju

(STS)

A. Perencanaan (X1)

84

No

Pernyataan Indikator Perencanaan

SS

KS

TS

STS

1.

Dalam perencanaan anggaran memuat mengenai

kerja yang terukur dan pendanaannya.

Dalam hal perencanaan anggarannya mengikuti
prioritas dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) dalam menyusun Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA).

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
didasarkan pada program dan kegiatan serta pagu
anggaran yang tercantum dalam nota

kesepakatan PPA.

Adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara
Instansi dengan kinerja Instansi sesuai dengan

standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA), memperhatikan prinsip —  prinsip
peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi,
dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran

dalam rangka pencapaian prestasi kerja.

Pimpinan melakukan kompilasi Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) untuk dibahas dan memperoleh

persetujuan bersama sebelum diajukan dalam
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proses evaluasi.

7. | Penetapan anggaran menjadi peraturan daerah
dilakukan setelah adanya evaluasi anggaran
8. | Dokumen rencana anggaran menjabarkan

mengenai visi, misi, dan program Instansi yang

ingin dicapai.

B. Pelaporan (X2)

No

Pernyataan Indikator Pelaporan

SS

KS

TS

STS

Setiap Instansi membuat laporan mengenai
penerimaan dan pengeluaran kas yang

tejadi.

Laporan keuangan Instansi yang diabuat
sesuai dengan SAP yang terdiri dari LRA,
Neraca, dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan
perencanaan anggaran telah sesuai dengan
prosedur vyang telah ditetapkan dengan
menerbitkan laporan keuangan untuk diperiksa
oleh BPK dan bentuk pertanggungjawaban
kepada publik.

C. Evaluasi (X3)

No

Pernyataan Indikator Evaluasi

SS

KS

TS

STS

Adanya evaluasi atas pelaksanaan program

dan kegiatan

Adanya evaluasi terhadap  ekonomi,
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efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai

dengan target yang ditetapkan

Setelah melaksanakan evaluasi kinerja adanya
reward yang diberikan kepada Instansi yang

mencapai target anggaran.

D. Kinerja (Y)

No

Pernyataan Indikator Kinerja (Y)

SS

KS

TS

STS

Adanya Kketerkaitan yang erat antara
pencapaian kinerja dengan program dan
kebijakan

Kejelasan sasaran anggaran suatu program
harus dimengerti oleh semua aparat dan

pemimpin

Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai

rencana strategik organisasi.

Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk
setiap kegiatan atau program

Melakukan analisis  keuangan  setiap

kegiatan atau program selesai dilaksanakan

Membuat laporan kepada atasan setiap
kegiatan atau program yang telah

dilaksanakan.

Melakukan pengecekan terhadap jalannya

program.

Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan
ukuran atau indikato Kkinerja yang jelas
untuk menilai tingkat keberhasilan suatu

kegiatan atau program
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Kegiatan / program yang disusun telah
9 | mengakomodir setiap perubahan dan
tuntutan yang ada di masyarakat
LAKIP  digunakan  sebagai bahan
pertimbangan dalam merencanakan
10 | program/kegiatan selanjutnya dan
diterbitkan sesuai dengan waktu yang
ditentukan
Lampiran 3.
TABULASI DATA
PERENCANAAN (X1)
" 1 2 3 4 5 E
1 4 5 5 5 4 36
2 5 4 5 4 5 36
3 5 5 5 4 5 38
4 5 5 5 5 5 40
5 4 4 4 4 5 34
6 5 4 5 4 5 36
7 5 5 4 3 5 33
8 5 4 5 4 4 34
9 5 5 3 4 5 35
10 5 4 4 3 5 33
11 5 5 5 5 4 36
12 5 4 5 5 4 36
13 4 5 4 3 5 36
14 4 4 3 4 5 34
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15

35

88

16

38

17

35

18

36

19

38

20

40

21

36

22

36

23

38

24

40

25

34

26

36

27

33

28

34

29

35

30

4 5
5 5
5 5
3 5
3 5
5 5
5 4
4 5
4 5
5 5
4 5
4 5
3 5
4 4
4 5
3 5

33

PELAPORAN (X2)

E
X1 X2 X3 =
5 5 5 15
5 5 5 15
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3 4 13
4 4 13
5 4 14
6 5 15
7 5 14
8 5 15
9 5 15
10 5 13
11 4 13
12 4 12
13 4 13
14 3 8
15 3 10
16 5 15
17 5 15
18 4 13
19 5 14
20 5 15
21 5 14
22 5 15
23 5 14
24 4 13
25 5 15
26 4 13
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27 4 4 4 12
28 5 5 5 15
29 4 5 5 14
30 5 5 5 15
EVALUASI (X3)
= X1 X2 X3 E
1 4 4 4 12
2 5 5 5 15
3 5 5 5 15
4 4 5 5 14
5 4 4 4 12
6 4 4 4 12
7 5 4 5 14
8 5 5 4 14
9 5 4 5 14
10 5 5 5 15
11 5 5 5 15
12 4 4 5 13
13 4 5 5 14
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14 4 13
15 4 12
16 5 15
17 4 10
18 5 14
19 5 14
20 4 13
21 5 14
22 4 13
23 4 12
24 4 12
25 5 15
26 4 12
27 4 13
28 4 12
29 5 15
30 5 15
KINERJA (Y)
5 6 10 E
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92

44

49

46

50

44

42

42

43

10

41

11

50

12

42

13

40

14

39

15

42

16

50

17

46

18

40

19

48

20

48

21

46

22

44

23

49

24

46
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25 5 5 5 5 5 5 5 5 50

26 4 5 5 5 4 4 5 2 44

27 3 4 5 4 2 5 5 4 42

28 4 5 5 3 5 4 3 3 42

29 3 5 5 3 4 4 4 5 43

30 3 5 4 4 3 3 4 5 41
Lampiran 4

OUTPUT SPSS-16
Regression
Variables Entered/Removed”
Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Evaluasi,
Perencanaan, .|Enter
Pelaporan®
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Kinerja
Model Summary
Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate
1 520° .270 .186 3.155
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Model Summary

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate
1 520° .270 .186 3.155

a. Predictors: (Constant), Evaluasi, Perencanaan, Pelaporan

94

ANOVA”®

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 95.818 3 31.939 3.208 .040°
Residual 258.882 26 9.957
Total 354.700 29

a. Predictors: (Constant), Evaluasi, Perencanaan, Pelaporan

b. Dependent Variable: Kinerja

Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 11.788 12.392 951 350
Perencanaan .600 .286 .353 2.098 .046
Pelaporan .750 .364 .349 2.060 .050
Evaluasi .104 436 .040 .238 .814
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Coefficients?
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Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 11.788 12.392 951 .350
Perencanaan .600 .286 .353 2.098 .046
Pelaporan .750 .364 .349 2.060 .050
Evaluasi .104 436 .040 .238 .814

a. Dependent Variable: Kinerja

Frequencies

Y1
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 3 8 26.7 26.7 26.7
4 9 30.0 30.0 56.7
5 13 43.3 43.3 100.0
Total 30 100.0 100.0

Y2
Cumulative
Frequency Percent | Valid Percent Percent
Valid 3 1 3.3 3.3 3.3
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4 4 13.3 13.3 16.7
5 25 83.3 83.3 100.0§
Total 30 100.0 100.0
Y3
Cumulative
Frequency Percent | Valid Percent Percent
\Valid 4 7 23.3 23.3 23.3
5 23 76.7 76.7 100.0]
Total 30 100.0 100.0
Y4
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 3 4 13.3 13.3 13.3
4 11 36.7 36.7 50.0)
5 15 50.0 50.0 100.0§
Total 30 100.0 100.0
Y5
Cumulative
Frequency Percent | Valid Percent Percent
Valid 2 2 6.7 6.7 6.7
3 4 13.3 13.3 20.04
4 10 33.3 33.3 53.3
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5 14 46.7 46.7 100.0
Total 30 100.0 100.0
Y6
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 1 3.3 3.3 3.3
3 4 13.3 13.3 16.7
4 8 26.7 26.7 43.3
5 17 56.7 56.7 100.0
Total 30 100.0 100.0
Y7
Cumulative
Frequency Percent | Valid Percent Percent
Valid 2 1 3.3 3.3 3.3
3 5 16.7 16.7 20.0
4 11 36.7 36.7 56.7
5 13 43.3 43.3 100.0
Total 30 100.0 100.0
Y8
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
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Valid 2 2 6.7 6.7 6.7
3 5 16.7 16.7 23.3
4 9 30.0 30.0 53.3
5 14 46.7 46.7 100.0
Total 30 100.0 100.0
Y9
Cumulative
Frequency Percent | Valid Percent Percent
\alid 2 2 6.7 6.7 6.7
4 2 6.7 6.7 13.3
5 26 86.7 86.7 100.0
Total 30 100.0 100.0
Y10
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 4 3 10.0 10.0 10.0
5 27 90.0 90.0 100.0
Total 30 100.0 100.0
Frequencies
X11
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
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valid 4 6 20.0 20.0 20.0|
5 24 80.0 80.0 100.0]
Total 30 100.0 100.0
X12
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 4 13 43.3 43.3 43.3
5 17 56.7 56.7 100.0§
Total 30 100.0 100.0
X13
Cumulative
Frequency Percent | Valid Percent Percent
\Valid 3 3 10.0 10.0 10.0§
4 9 30.0 30.0 40.0]
5 18 60.0 60.0 100.0}
Total 30 100.0 100.0
X14
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 3 7 23.3 23.3 23.3
4 14 46.7 46.7 70.0]
5 9 30.0 30.0 100.0
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X14
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 3 7 23.3 23.3 23.3
4 14 46.7 46.7 70.0
5 9 30.0 30.0 100.0
Total 30 100.0 100.0
X15
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
\alid 4 6 20.0 20.0 20.0
5 24 80.0 80.0 100.0
Total 30 100.0 100.0
X16
Cumulative
Frequency Percent | Valid Percent Percent
Valid 4 9 30.0 30.0 30.01
5 21 70.0 70.0 100.0

100
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X16

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 4 9 30.0 30.0 30.01
5 21 70.0 70.0 100.0
Total 30 100.0 100.0
X17
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
\alid 3 6 20.0 20.0 20.0]
4 11 36.7 36.7 56.7
5 13 43.3 43.3 100.0]
Total 30 100.0 100.0
X18
Cumulative
Frequency Percent | Valid Percent Percent
Valid 3 7 233 23.3 23.3
4 12 40.0 40.0 63.3
5 11 36.7 36.7 100.0
Total 30 100.0 100.0
Frequencies
X21
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Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 3 1 3.3 3.3 3.3
4 5 16.7 16.7 20.0]
5 24 80.0 80.0 100.0]
Total 30 100.0 100.0
X22
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 3 2 6.7 6.7 6.7
4 10 33.3 33.3 40.0Q
5 18 60.0 60.0 100.0§
Total 30 100.0 100.0
X23
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 2 1 3.3 3.3 3.3
3 1 3.3 3.3 6.7
4 14 46.7 46.7 53.3
5 14 46.7 46.7 100.0
Total 30 100.0 100.0
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Frequencies

X31
Cumulative
Frequency Percent | Valid Percent Percent
Valid 4 19 63.3 63.3 63.3
5 11 36.7 36.7 100.0
Total 30 100.0 100.0
X32
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
\alid 4 16 53.3 53.3 53.3
5 14 46.7 46.7 100.0
Total 30 100.0 100.0
X33
Cumulative
Frequency Percent | Valid Percent Percent
Valid 2 1 3.3 3.3 3.3
4 9 30.0 30.0 33.3
5 20 66.7 66.7 100.0
Total 30 100.0 100.0
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Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail: lembagapenlitian@unisan.ac.id

No.: 080/PIP/LEMLIT-UNISAN/X/2022
Perihal : Permohonan Izin Penclitian

Kepada YTH.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato
Di
Tempat
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : DR. Rahmisyari, ST.,SE., MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan
proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Reka A. Abubakar

NIM : E2119147

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : Manajemen

Lokasi Penelitian  : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato

Judul penelitian : Pengaruh perencanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran

terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.
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Yang Bertandatangan dibawah ini :
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PANGKAT GOL/RUANG : PEMBINA/IV b
JABATAN : KEPALA DINAS
Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :
NAMA : REKA A. ABUBAKAR
NIM : E2119147
FAKULTAS : Manajemen/ Keuangan
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Bahwa yang bersangkutan sesuai Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor :
19229/PIP/LEMLIT-UNISAN/IV/2023 Tanggal 05 April 2023, benar-benar telah
melakukan penelitian pada Dinas Perhubungan Pengaruh Perencanaan Pelaporan
dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Marisa, 13 April 2023
KEPALA DINAS
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SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
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Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 09281169010
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Reka A. Abubakar

NIM : E2119147

Program Studi : Manajemen

Fakultas . Ekonomi

Judul Skripsi : Pengaruh Perencanaan Pelaporan Dan Evaluasi
Anggaran Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Pohuwato

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul
skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 12%, berdasarkan Peraturan Rektor
No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya limiah di
Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal
30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk
diujiankan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

Goronialé, 10 Maret 2023
Tim Verifikasi,

Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503
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